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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
YANG DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN

(STUDI PUTUSAN 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)
OLEH
HALASAN SITORUS

NPM : 168400094

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Buku kedua Bab XIX Tentang kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan
sebagai tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain,dengan cara
melawan hukum.Tindak pidana pencurian diatur Pasal 362,367 KUHP Barang
siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggung
jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan. dan pertimbangan hakim pada
putusan nomor 363/Pid.B/2019/PN.Mdn dalam menjatuhkan putusan tindak pidana
Pembunuhan yang disertai pencurian. Metode yang digunakan dalam penulisan
adalah metode pengumpulan data dengan Library Research (Penelitian
Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni
Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan
jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung
kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan
penelitian ke Pengadilan Negeri Medan,dengan hal ini penulis meneliti kasus sesuai
dengan judul yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan yang disertai pencurian diputus diatur dalam pasal 338 dan Pasal 362
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dapat
dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana  asalnya. Pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  putusan
pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang
merupakan  hasil  tindak  pidana  pencurian pada  putusan  nomor
636/Pid.B/2019/PN.Mdn yaitu berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan yang
bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Kata kunci : Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak
Pidana Pencurian .
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ABSTRACT

The crime of murder is regulated in the Criminal Code (KUHP). The second
book of Chapter XIX Concerning crimes against life, murder as an act of taking or
taking the lives of others, by way of against the law. The crime of theft is regulated
in Article 362,367 of the Criminal Code. something, which wholly or partly
belongs to another person, with the intention of being illegally owned.

The problem discussed in this thesis is about criminal responsibility for the
perpetrators of murder. and the judge's consideration on decision number
363/Pid.B/2019/PN.Mdn in deciding the crime of murder accompanied by theft.
The method used in writing is the method of collecting data with Library Research,
namely research conducted based on reading sources, namely laws, books,
scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the
material covered. discussed in this thesis. Field research (Field Research), namely
by conducting direct field research to obtain data, in this case the researcher directly
conducts research to the Medan District Court, in this case the author examines the
case according to the proposed title.

The result of this research is that liability for the crime of murder
accompanied by theft is decided in Article 338 and Article 362 of the Criminns,
examinations in court against the crime of murder accompanied by theft, it must be
proven first. the original crime. The judge's consideration in imposing a decision on
accountability for the crime of murder accompanied by theft which is the result of
the crime of theft in decision number 636/Pid.B/2019/PN.Mdn is based on juridical
considerations and non-juridical considerations.

Keywords: Application of the Criminal Law for the Crime of Murder, Actions
Criminal Theft .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vii Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi
ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang

Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)”

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa
dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ir. Joni Polen Sitotus yang selalu
memberikat pangutan dan semangat kepada saya agar bisa menjalain sekripsi saya
dan Ibunda Idawati Simanjuntak yang selalu mendoakan saya dan selalu
memberikan saya semangat selama menjalani dan menempuh pendidikan yg saya

jalanin dan memberikan dukungan atas skripsi saya.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area , sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

viii Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan
masukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku wakil Dekan I Bidang akademik
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan,.

4. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Selaku Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing II penulis

6. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, Selaku sekretaris

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah
mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang
telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.

8. Kakak Yolanda Sitorus serta adik semua keluarga penulis yang telah
memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.

9. Teman seperjuangan Rizky Hndayani, , Grecia Caroline,Jesica Sinaga,Khairani
Safitri,Ripaldo Hutapea,Mikha lawen,Erik Hutahuruk, Michael, yang telah
membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

10. Rekan-rekan stambuk 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang

telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iX Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih
terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini.
Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skrpsi ini dapat bermanfaat serta

menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, Oktober 2020

Hormat penulis,

Halasan Sitorus

Npm : 16.840.0094

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

X Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

RAK auitiictictnntnnecsisssssesssissssssnssssssssssesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss A% 1
KATA PENGANTAR ....ucoirtiintinensinsuissansesssisssssssssssssssssssssssssssssssasssssans viii
DAFTAR ISI .cuuuuuiiiiiireiiicninnniicssssnnnecsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssss xi
BAB I PENDAHULUAN ...ccoiininininsensensnssasssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1
1.1. Latar Belakang...........ccccoevieiiiiiieiiieieeeeee e 1
1.2. Perumusan Masalah............cccoeoiiniienieniieiecceee e 6
1.3. Tujuan Penelitian..........ccceecviiiiiiieiiie e 6
1.4. Manfaat Penelitian...........cccoocveeviieniieniieniieieceecee e 7
L5, HIPOLESIS .ueeeerieiiiieeiiieeitee ettt et s e et eeseteeeiaeeeareeenaeesnnneeenneees 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....cuuiiiruinersinsuissnnsessansssssssssasssssssessassssssns 9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..............ccocoverininnnnne. 9
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana...........c..cccccecenee. 9
2.1.2 Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana.................. 11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan..............cccocvviiininennnnne. 15
2.2.1 Penertian Pembunuhan ..............cccooviiiiiiiiiiiiiiiecceeee 15
2.2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan .............cccooeeeviiniiiininiiieie, 16
2.2.3 Jenis-Jenis Pembunuhan............ccccoeveeiiiiniiniiiinieeicceeee 19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian ...................... 28
UNIVERSITAS MEDAN AREA
xi Document Accepted 17/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

2.3.1 Pengertian Pencurian ............ccceeeevveerieeeciieeeiieeeieeeenn
2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian ..............ccoevvveeeeevveeeeeeieeeeeenee.

BAB III METODE PENELITIAN....ccceiviininnnensnenssnecsnnssncsssecsssecsannes

3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan waktu Penelitian .................cc............

3.1.1Jenis Penelitian ......oooovveieiiiiiiiiiii

3.1.2. Sifat Penelitian . .... . eeeeeeeeeeeeeee e

3.2. Teknik Pengumpulan Data ...........cccooveriininiinicniiinicenee,

3.3 Analisis Data.....cooieieiiiiiiiiiii

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......ccccceceteeueen.

4.1 Hasil Penelitian......ccoeeeeeeeeeeeeee e e

4.1.1 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan..

4.2.2 Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian.............

4.2 PemMbaNasan ....coovnnneeee e

4.2.1 Dasar Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Pembunuhan yang disertai Tindak Pidana Pencurian ..

4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

terhadap Pelaku Pembunuhan yang disertai Pencurian

Berdasarkan Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Xii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

5.1 KeSIMPUIAN.....ccociiiiiiiiece e 69

5.2 SATAN ..ueieiieeeeieeeeeee ettt e e e e e e ettt a e e e e ettt ———————aaaaaes 69

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

xiii Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Setiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum merupakan suatu
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman merupakan perbuatan jahat. Logika tentang baik dan jahat sudah
melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut
jahat harus ada yang baik, tidak ada yang baik jika tidak ada yang jahat.
Kebaikan akan ada jika ada kejahatan, artinya kejahatan tidak akan pernah bias
dihilangkan jika semua manusia mengiginkan kebaikan.'

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan
umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat
peradaban umat manusia. Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan
palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak
boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga
batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan
dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-
Undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Hukum juga merupakan wujud dari
perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk
kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya.
Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat
bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu

juga dari suatu kebiasaan rnasyarakat.2

! Tolib Efendi, Dasar Dasar Kriminologi, Malang: Setara Press, 2017, hal. 2.
2 Arief Gosita.”Masalah Korban Kejahatan”. Buana Ilmu. Jakarta, 2004. Hal.63
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Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat
ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan
berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif
maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana
bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang merupakan
halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas
hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas
dari padahal apakah asas-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam undang-
undang pidana.

Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan
masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat,
bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk
mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Seiring jalannya
waktu, kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak
diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi
penyimpangan hukum. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat
dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum.’

Seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang didahului suatu perbuatan
pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricad Trumen Purba, sebagaimana diatur
dalam pasal 339 KUHP. Berdasarkan putusan hakim menimbang bahwa
Terdakwa terbukti secara sah bersalah, terdakwa telah dikenakan penangkapan
dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dijatuhkan hukuman

3 Arif Gosita Op Cit Hal.7
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pidana penjara 9 tahun dan dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,-.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering
dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu
tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang
tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan
yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia,
latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban
pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi,
keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan
masyarakat luas.”

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum
pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban
pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada
artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana
kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika
seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses
berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya
diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa
hukum pidana di dalam masyarakat.Hal ini akan bisa menyebabkan ada
pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena

tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

* Andi Hamzah.”Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP”. Jakarta, 2009. Hal.100
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Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana,
maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui
pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-
undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan
suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas
kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi geen straf zonder
schuld artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang
baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan.

Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya
dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas
yang sangatfundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si
pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.’ Dikatakan sebagai asas
fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau
tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang
didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus
terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang
tersebut tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan
kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui,
sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono.
Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah

terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu

> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002,hlm. 85.
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tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti
pandangan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur
pertanggungjawaban pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban
pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur
pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan
unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan
kebanyakan orang agarmendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak
kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan,
seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Pencuri berasal dari kata dasar
curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian
adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain
tidak dengan jalan yang sah).

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional
sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan
pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam
KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan
pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa,
kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal
363KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalamPasal
364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian
dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering

dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

5 Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang
tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan
yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia,
latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban
pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi,
keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan
masyarakat luas.’

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang
penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul
”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang
Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan : Nomor

636/Pid.B/2019/PN.Mdn)”’

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut maka
dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian
ini:
1. Bagaiamanakah dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
pelaku pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan Putusan Nomor

636/Pi1d.B/2019/PN.Mdn ?

% Andi Hamzah.”Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP”. Jakarta, 2009. Hal.100

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

6 Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini, sebagai berikut :
Untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian.

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman
terhadap pelaku pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan

Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

antara lain :

1.

Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai Tindak

Pidana pembunuhan yang disertai pencurian

Secara Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan
gambaran tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai tindak
pidana pencurian

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum
kepidanaan dalam hal bagaimana pertanggungjawaban hukum di

Inonesia terhadap kasus pembunuhan yang disertai pencurian
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1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “Ahypo” dan “Thesis” yang masing-masing
berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi inti hipotesis adalah suatu dalil yang
dianggap belum menjadi dangan sesungguhnya , oleh karena masih diuji atau
dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.’

Penelitian yang dilakukan keperluan penulis ilmiah pada umumnya
membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah peneliti. Oleh karena itu rumusan masalah karena
jawaban yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan semantara
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relavan, belum
berdasarkan fajta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hopotesis permasalahannya yang penulis
kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang
disertai tindak pidana pencurian dengan di hukum dan dikenakan Pasal 338
dan pasal 362 yang diatur dalam khupidana.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan putusan.

7 Soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum, Ul-Press, Jakarta, 2008,hlm148
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjuan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
“toerekenbaarheid  criminal  responbility  criminal  liability”". Bahwa
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime)
yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana
atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang
dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung
jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang
berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh
menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan sudut pandang terjadinya suatu tindakan yang dilarang,
maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang
dilakukanya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Menurut Moeljatno dalam perbuatan yang dilarang disitu yang
terpenting adalah guilty mind yaitu sikap batin yang jahat dari si pelaku. Selain
itu perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa Indonesia yaitu datangnya
masyarakat yang adil, makmur sehingga perbuatan tersebut merupakan bahaya

bagi keselamatan masyarakat.
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Alf Ross dalam bukunya Moeljatno mengemukakan pendapatnya
mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas
pebuatannya, yaitu:

“Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan
antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum
yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan
diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan,
apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab
asas dalam pertanggungjawaban dalam

hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen starf
zonder schuld: Actus non facit reum mens rea)”.t

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, harus mempunyai
kemampuan bertanggungjawab atau keadaan batin orang itu harus normal dan
sehat. Simons dalam bukunya Tongat menyatakan bahwa “ kesalahan adalah
keadaan batin psychis yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara
keadaan batin si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.’
Kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka dari itu
untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi,
mengingat hal ini susah untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup
lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu
ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya mampu
bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa
terdakwa mungkin jiwanya tidak normal, maka hakim akan memerintahkan
untuk dilakukan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa

sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan

hakim, maka berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti,

¥ Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, h. 150. (Selanjutnya disingkat Moeljatno II).

? Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan, UUM Press, Malang, h. 222.
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sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.'’ Selain itu untuk menentukan adanya
pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada
sifat melawan hukum dari tindak pidana, yang merupakan sifat terpenting dari
tindak pidana. Mengenai sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan
keadaan psikis atau jiwa pembuat tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa
kesengajaan atau karena kelalaian. Akan tetapi kebanyakan tindak pidana
mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Bachtiar Agus Salim dalam bukunya Djoko Prokoso menyatakan bahwa
ada beberapa syarat agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang
harus dipenuhi, antara lain:

1. Tenang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan
hukum;

2. Mampu bertanggungjawab;

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya;

4. Tidak adanya alasan pemaaf."’

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung
jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana
dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia
melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang

melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah

' Ibid, him. 223.
1 Djoko Prokoso, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.140.
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dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh'? | tidaklah ada
gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila
perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat
pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya
perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus
dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk
adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa
haruslah :

a) Melakukan perbuatan pidana;

b) Mampu bertanggung jawab;

c¢) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas
ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat
dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana,
haruslah melakukan tidak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Kemampuan bertanggungjawab;
2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3) Tidak ada alasan pemaaf.'
Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari

beberapa pendapat sarjana berikut ini:'*

12" Ibid hlm, 75-76.
13 Ibid, hlm 91

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

12 Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

a. Mezger :
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :
Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana. Ia berupa
keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan
dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat
dicelakan kepada si pembuat.

c. Pompe:
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya
sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan
hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan
kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan
tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas
tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus
diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang —Undang

(dalam arti luas);

1 Ibid, hlm 94
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e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan
lainnya yang ditentukan dalam undang — undang.
Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.
Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung
jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor
akal)

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).
Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan

pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu
perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan
tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang
yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut
sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana
untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan

tertentu.
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan
2.2.1 Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat
awalan pe- dan akhiran —an yang mengandung makna mematikan,
menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan
tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia'’, mengemukakan
bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa,
sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal
membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang
terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa
disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang
dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain.
Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk
menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu
atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain
dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa
meninggalnya orang lain tersebut 16

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil
atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai
telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang

"> W.j.s . Poerwadarminta, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, 2006,him.194

P AF. Lamintang, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,
Bandung, hlm,1
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belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika
akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu,
terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa
dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum
terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka
baru bisa disebut percobaan pembunuhan
2.2.2 Unsur-Unsur pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai
berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur
pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut: '’
1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan
kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang
dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk
tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam
Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan
nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu
(Maitulung).

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum

sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:'®

17 Faisal Hussein, unsur-unsur pembunuhan,2013, him.29
18 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2007, hlm.263
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a) sengaja sebagai niat,
b) sengaja insaf akan kepastian, dan
c¢) sengaja insaf akan kemungkinan
Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya
nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan
dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa
seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau
maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja
berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa
seseorang”.
Sedangkan Prodjodikoro ' berpendapat sengaja insaf akan kepastian,
sebagai berikut:
“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu
bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana,
kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.
Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan
kemungkinan, sebagai berikut: *°
“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk
menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari
kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah
menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang

memang ia kehendaki”.

¥ Wirjono Prodjodikoro,4sas-asas Hukum Pidana di Inodesia, Refika Aditama,
Bandung,2003,hlm.63

2pAF. Lamintang, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,
Bandung, hlm,18
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2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh
kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya
tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa
tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain 2

Menurut Adami Chazawi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang
lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya wujud perbuatan,

2) Adanya suatu kematian orang lain,

3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan
akibat kematian orang lain.**

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur
hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak
perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati (Hermein Hadiati, 1984 : 22),
menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini
ada dalam alam kenyataan ;

2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang
itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;

3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah

timbulnya niat (untuk membunuh) ;

2! Franky Maitulung, Penanganan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang di
lakukan Pisikopat, 2013,hlm.129
2 Adami Chazawi,Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa,2010,hlm.57
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4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu

merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya,
menurut Sudrajat Bassar, bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7
jenis, yaitu :

1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP);
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri
maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
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4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ;
“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya,
diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun”.
5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ;
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan
pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ;
“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang
itu jadi bunuh diri”.
7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun”.
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan
yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita
juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud

membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap
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nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan

yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut : %

)

2)

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam
pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk
undangundang selanjutnyajuga masih membuat perbedaan kesengajaan
menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu
yang telah diberi nama doodslagdengan kesengajaan menghilangkan
nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut
moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur
dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru
dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya
pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan
kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan
oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang
telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan
nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan
direncanakan terlebih dahulu disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang
terlebih  dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut
kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHPdan adapun jenis kejahatan yang

disebut kemudian adalah kindermoorddiatur dalam Pasal 342 KUHP.

B pAF. Lamintang, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,

him,11
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3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang
bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni
sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh
diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita
atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.
Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah
disebut dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya
pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa
jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-
masing yaitu:

a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas
permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur
dalam Pasal 346 KUHP.

b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat
izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah
diatur dalam Pasal 347 KUHP.

c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang
dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung
seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.

d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang

pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan,
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atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur
dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis
pembunuhan sebagai berikut :

1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk
undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338
KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan
pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan
yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa
tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut
dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut;

a. Unsur subyektif : dengan sengaja.
b. Unsur obyektif :

1. menghilangkan ;

2. nyawa ; dan

3. orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal
338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata opzettelijk atau dengan sengaja itu
terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini
berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata opzettelijk itu juga

diliputi oleh opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus
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didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di
sidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-
unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa
terdakwa:

a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah
mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan
nyawa orang lain,

b. telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan

c. telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang
lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut
Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki
dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui
bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus
didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan
yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku
menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan
menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan
Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat
dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1)KUHP di
mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan
itu dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dapat dilakukan orang dengan

seizin wanita yang mengandung.
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2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-

keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut

gequalificeerde doodslag itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam

pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang
diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memperrmudah
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta
lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan

keadaan-keadaan yang memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu

adalah sebagai berikut:
a. Unsur subyektif :
a. dengan sengaja atau
b. dengan maksud
b. Unsur obyetif :
1) menghilangkan;
2) nyawa,
3) orang lain;
4) diikuti;
5) disertai;
6) didahului;
7) tindak pidana;

8) mempersiapkan;
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9) mempermudah;

10) pelaksanaan;

11) melepaskan;

12) diri sendiri;

13) peserta lain;

14) pidana

15) hal tertangkap tangan;
16) penguasaan;

17) benda yang diperoleh;
18) melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-
keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana
pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
Kata maksud (oogmerk) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339
KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud
pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai opzet, maka dalam rumusan
ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di

belakang kata oogmerk itu juga diliputi oleh oogmerk. Unsur-unsur tersebut

ialah:
1. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari
perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
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2. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana
dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan
barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di
belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur
tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang
lain, adapun unsur oogmerk atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang
kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus
didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan
unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang

pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur opzet).

c. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah
diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan
sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
dua belas tahun”. Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai
unsur  subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif
masingmasing yaitu:

a. menghilangkan,

b. nyawa,

c. orang lain,
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d. atas permintaan, dan
e. secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur

opzet, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu

harus dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur opzet itu telah tidak

disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut

juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang

diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-

sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak

pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.3.1

Pengertian Pencurian

Kata Pencurian berasal dari ka ta dasar yang mendapat awalan medan
akhiran-an. Menurut Poerwardarminta:**

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi
atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan
pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang
mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam
dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai

berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan

Hal 217

2 Poerwadarminta, WIS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.1987
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hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama

lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam
Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian yang
diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian dalam bentuk pokok

2. Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualitas atau dengan
pemberatan.

3. Pasal 364 KUHP adalah delik pencurian ringan.

4. Pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan.

5. Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHP merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur
dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas,
sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak
pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan
pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam
semua KUHP di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua
negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi
hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis
apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana

terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
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terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang
pengadilan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362
KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil;

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil untuk dikuasai maksudnya
waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya,
apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya
dan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi maka kasus tersebut bukanlah ke
dalam pencurian tetapi penggelapan.

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila
barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu
dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan
tetapi ia baru mencoba mencuri. Unsur mengambil ini mempunyai banyak
penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula
diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang
lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau
barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menurut Koster Henker : »°

Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus
dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian

mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan

> Andi, Hamzah , Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar
Grafika, Jakarta.2010.
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pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian
bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif
memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke
penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian
mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang
termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk
mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya:

1) Seseorang mengalihkan aliran listrik.

2) Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak
mengembalikannya.

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan

Pasal 362 KUHP:*

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam
penguasaan  nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian
ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata
orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak
diisyaratkan untuk  dibuktikan.”

Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan
atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi
menjadi tiga yaitu:

1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain,
dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah
kekuasaan nyata terhadap barang tersebut;

2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini

karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan

dari yang dipisahkan;

26 Sianturi, R, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta.1983 hal 592

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

31 Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja,
tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa
barang tersebut kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang
menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak
dipindahkan;

2. Yang diambil harus sesuatu barang;

Unsur yang kedua sesuatu barang, pengertian tentang sesuatu barang

yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:
“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang
(manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam
pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut
tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu
mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan
izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai
rambut tidak ada harganya.” Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak
yang dapat menjadi objek dari hak milik.”’

Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang
barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak
bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian. Sianturi
memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian

yaitu:*®

27 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana &Perdata,
Visimedia, Jakarta.2008.hal 334
** Sianturi, R, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta.1983.hal 593
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“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya
adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut
Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya
sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya
mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak
mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu
bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP
yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu
barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah
barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan
mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai
manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain
sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang
lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. maka syarat untuk dipenuhinya unsur
dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik
orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut
sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini

merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah
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tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu
perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah
dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Memiliki berarti merampas
sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan
dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya.
Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer adalah:*
“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu
barang menurut kehendak sendiri.”

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia
(melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai
sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut.
Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya
bahwa:*

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah
pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar
hukum.”

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barangbarang yang
diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah
terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki
barang tersebut secara melawan hukum.

5. Secara melawan hukum,;

2 Wirjono, Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Rafika Adiatma,
Bandung.2010.Hal 17
3 Ibid. hal 17
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Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan
hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang
bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam
KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya
bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.
Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid
mengemukakan bahwa:*'

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan
dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata
maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak
mengetahui bahwa  barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah
termasuk pencurian.”

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir,
tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat
hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya,
maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat
hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan
pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan
pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum
atau tidak, ada dua pendapat yang bias dijadikan pedoman yaitu:*>

1) Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan

hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan

undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang

melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.

31 Abidin, A. Zainal, Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.2007.hal. 126
32 http://sifatmelawan.blogspot.co.id, diakses 04 November 2020, pukul 18.07.wib
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2) Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang
mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan
hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi
secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak
masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan
unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya
sebagai berikut:>

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan
hukum ada  kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan
dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus
menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum,
maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan
melanggar hukum, karena  kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang
tersebut menjadi pemilik barang.”

Dari berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para
ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP.
Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah
penentuan terjadinya delik pencurian.

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHP,
maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis
kejahatan pencurian di dalam KUHP. Sebagaimana yang akan penulis uraikan di

bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362

sampai dengan pasal 367 KUHP sebagai berikut:

33 Wirjono, Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Rafika Adiatma,
Bandung.2010.Hal 17
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a. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang

menyatakan:
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda
paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak
pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Yaitu
sebagai berikut:

a) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
1) Mengambil
2) Suatu barang
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
b) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
1) Dengan maksud
2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3) Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana
pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak
pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian Dengan Pemberatan
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut

sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini
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merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau
dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam
dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan
diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang
dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara
tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka
pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan
harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokok.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat
dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) Ke-1 pencurian ternak.

b) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau
bahaya perang .

c) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang
ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

berhak.
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d) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama.

e) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan
tahun.

2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian
dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365
KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan
kekerasan” atau popular dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah

sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

39 Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,
atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b. Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama.

c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara
paling lama lima belas tahun .

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau
lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian
Unsur-Unsur pokok tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362
KUHP terdiri atas unsur subjektif dan objektif :
A. Unsur Subjektif :
1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama

maksudkesengajaanatau “opzet als oogmerk”, berupa unsur kesalahan dalam

pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Maksud dari perbuatan mengambil
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barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan
dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian,
pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang
dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak
milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur
pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Apabila dihubungkan dengan
unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri
pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk
dijadikan sebagai miliknya.**

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana
pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud
memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak
melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah
menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam
unsur melawan hukum subjektif.Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan
dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan
secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus
ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.35
B. Unsur obyektif :

1. Hij atau barangsiapa;

2. wegnemen atau mengambil;

3* P.A.F.Lamintang.”Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”. Sinar
Baru. Bandung, 1989. Hal.2
% Ibid, Hal.6
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3. eenig goed atau sesuatu benda;
4. dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau
seluruhnya kepunyaan orang lain.

a. Unsur Obyektif Pertama

Dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah “Aij*,
yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata
“barangsiapa’.Kata “hij* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi
semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka karena
bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setingi-tingginya
sembilan ratus rupiah.Yang dimaksud dengan ’barang’ adalah segala sesuatu
yang berwujud, termasuk pula binatang. Bukan barang yang tidak bergerak
“onroerend goed”, tetapi sesuatu yang dapat bergerak “roerend goed”, karena
oleh hal itudalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak
dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah,
gedung, dan sebagainya.
b. Unsur Obyektif

Kedua Dari tindak pidana pencurian dalam hal tersebut adalah perbuatan
mengambil dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam
kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian ’sengaja’ maka undang-undang
tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Perbuatan mengambil tidak

cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku
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harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam
kekuasaanya.*

Perbuatanmengambil berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan barang
berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang
itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. 7 Perlu  diketahui bahwa baik
undangundang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah
memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan yang
mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu
sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada.’®
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan mengambil
diantaranya adalah Simons,pengertiannya adalah sebagai berikut : "Mengambil
itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasannya atau
membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang
nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda hal
tersebut harus belum berada dalam penguasannya”.*

Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah
merupakan suatu tindakan pidana yang formil, maka tindak pidana tersebut harus
dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut
melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang yang ada

di dalam Pasal 362 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

% Ibid, Hal.10
37 Moch Anwar.”Hukum Pidana Jilid”. Alumni. Bandung, 1986. Hal.17
¥ Lamintang, Op Cit Hal.12

* Ibid, Hal.13
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c. Unsur Obyektif Ketiga

Dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu
ialah “eenig goed' atau ’suatu benda’. Kata “goed “atau ’benda’ itu oleh para
pembentuk Kitab Undag-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia
dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP
saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana,
seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain.Pada
waktu Pasal 362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan
kata “geed “yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai “stoffelijk
en reorend god' atau sebagai sebagai benda yang berwujud dan menurut
sifatnya dapat dipindahkan.
d. Unsur Obyektif Keempat

Tentang pengertian ’barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain’ terhadap pengertian tersebut. Moch Anwar mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut: ‘“Pengertian barang telah mengalami proses
perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang
menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-
barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak)”.*’ Dengan
demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di
dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan
obyek pencurian, atau sebagain lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu
barangbarang dalam keadaan ’res nellius" dan res derelictae’. Jadi pembagian
unsur secara mendasar di atas, dapat disimpulkan unsur subyektif dan obyektif
adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang

bertentangan dengan hukum.

* Moch Anwar, 1986. Op Cit Hal.72
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam pengadilan negri medan dengan mengambil
putusan nomor 636/pid.B/2019/PN Mdn dan menganalisis putusan tersebut
sesuai dengan judul penulisan skripsi tinjauan yuridis berdasarkan dalam tindak
pidana dalam pembunuhan biasa.
3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan bulan agustus 2020 setelah di

lakukan seminar proposar dan perbaikan outline

BULAN
Desember | Juli Agustus September | Oktober
NO | KEGIATAN | 7919 2020 2020 2020 2020 KETERANGAN
1234123412341 (2|3]|4|1]2]|3 |4
1 Pengajuan
' Judul
7 Seminar
’ Proposal
3. Penelitian
Penulisan
4 Dan
' Bimbingan
Skripsi
5 Seminar
' Hasil
Sidang Meja
6. S
Hijau
UNIVERSITAS MEDAN AREA

45 D t Accepted 17/12/21
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ocument Accepte 12/

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Halasan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang....

3.2 Metodologi Penelitian
3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu metode yaitu
metode penelitian yang di lakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada
atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di
bahas.melithat hukum sebagai suatu sistim peraturan-peraturan yang
abstrak,maka peratian nya akan terpusat pada hukum suatu lembaga yang benar-
benar otonom yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri.pemusatan
pemerhatianyang demikian ini akan membawa seorang kepada penggunaan
metode normative dalam menggarap hukum.”'

a. Data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam
keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

b. Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu
mengenai putusan perkara Putusan : Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn
yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu
pengadilan negeri medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

c. Data tersier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan

internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1984,Hal. 51
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3.2.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam skripsiini adalah dengan sifat
deskrpftif analisis dalam putusan nomor 636/pid.B/2019/PN.Mdn .Tinjauan
yuridis berdasarkan dalam tindak pidana dalam pembunuhan biasa .sifat
penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data seteliti

. . . 42
mungkin dengan menganalisis data serta wawancara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pada skrtipsi ini di gunakan alat pengumpulan yakni ;

a. Library research (penelitian kepustakaan)yaitu penelitian yang
dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-
buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal
hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam
proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer
dan data sekunder.

b. Field research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan
penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung
melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara
wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

3.4 Analisis data
Untuk melakukan analisi data dan menarik kesimpulan menggunakan

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan

2 Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum,Lubuk Agung, Bandung., 2011. Hal 163
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dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaab yang berhubungan
dengan judul pembahasan ,majalah maupun media massa, perundang-undangan
dan wawancara. Data yang tealah diperoleh baik data primer dan data sekunder
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan
kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang
diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh

gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.
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BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penelitian dalam
ini dapat disimpulkan

1. Rumusan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan
disertai tindakan pidana pencurian yakni melanggar ketentuan Pasal 339
KUH Pidana, melanggar ketentuan Pasal 338 KUH Pidana, dan
melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana. Hakim diharapkan
dapat berpikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai
untuk terdakwa berdasarkan factor yang memberatkan maupun factor
meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

2. Rumusan masalah Hakim dalam menjatuhkan pertimbangan putusan
pemidanaan terhadap terdakwa harus cermat memperhatikan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang melatar
belakangi terdakwa melakukan perbuatanya agar putusan yang dijatuhkan

dapat memberikan rasa keadilan

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian dari kesimpulan di atas, maka dalam
penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :
l. Penting nya peran pemerintah menanggulangi tindak pidana

pembunuhan dan pencurian dalam bentuk aspek sosialisasi atau pun
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edukasi dalam masyarakat atau seminar hukum guna mengurangi
tingkat kejahatan dalam masyarakat dan juga agar masyarakat lebih
mengerti dan mengetahui tentang hukum dan terlebihnya dalam hukum
tindak pidana pembunuhan dan pencurian.

2. Mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku
kejahatan ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang setimpal
serta mampu membuat pelaku tindak pidana jera berdasarkan pada
keterangan korban dan saksi hingga keputusan hakim dapat memenuhi

keadilan
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